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ABSTRAK 

Penelitian ini  bertujuan untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum dari 

pencabutan keterangan terdakwa dalam persidangan pengadilan serta untuk 

mengetahui bagaimana implikasi yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa 

terhadap kekuatan alat bukti. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif 

yang bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan menggunakan studi kepustakaan baik 

berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan 

sebagainya. Analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Pencabutan keterangan 

terdakwa pencabutan dilakukan selama pemeriksaan persidangan pengadilan 

berlangsung dan pencabutan itu mempunyai alasan yang berdasar dan logis 

Implikasi yuridis dari pencabutan keterangan terdakwa terhadap kekuatan alat 

bukti, adalah apabila pencabutan diterima oleh hakim, maka keterangan terdakwa 

dalam persidangan pengadilan dapat digunakan sebagai alat bukti dan keterangan 

terdakwa (tersangka) di tingkat penyidikan tidak digunakan sama sekali untuk 

menemukan bukti di persidangan karena isinya yang dinilai tidak benar. Sedangkan 

apabila pencabutan ditolak oleh hakim, maka keterangan terdakwa dalam 

persidangan pengadilan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti, justru keterangan 

terdakwa (tersangka) di tingkat penyidikanlah (BAP) yang kemudian dapat 

digunakan dalam pembuktian.  
 

Kata kunci : Tinjauan Yuridis, Pencabutan Keterangan, Implikasi Yuridis 
 

ABSTRACT 

This study aims to find out how the legal provisions of the revocation of 

the defendant's statement in court proceedings and to find out how the juridical 

implications of the revocation of the defendant's statement on the strength of the 

evidence. This research is a descriptive normative legal research. The collection 

technique uses literature study in the form of books, laws and regulations, 

documents and so on. The analysis used is qualitative. The revocation of the 

defendant's statement of revocation is carried out during the examination of the 

court trial and the revocation has a justifiable and logical reason. The juridical 

implication of the revocation of the defendant's statement on the strength of the 

evidence, is that if the revocation is accepted by the judge, the defendant's statement 

in court proceedings can be used as evidence and testimony. The defendant 



(suspect) at the investigation level is not used at all to find evidence at trial because 

its contents are considered incorrect. Meanwhile, if the revocation is rejected by the 

judge, then the defendant's statement in court proceedings cannot be used as 

evidence, it is the testimony of the defendant (suspect) at the investigation level 

(BAP) which can then be used in evidence. 
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PENDAHULUAN 

Negara Indonesia adalah 

Negara yang berdasarkan atas hukum 

(rechtsstaat), tidak berdasarkan atas 

kekuasaan belaka (machtsstaat). 

Indonesia sebagai negara hukum, 

memliki karakteristik mandiri yang 

berarti kemandirian tersebut terlihat 

dari penerapan konsep atau pola 

negara hukum yang 

dianutnya.1 Pernyataan tersebut 

secara tegas tercantum dalam 

Penjelasan Umum Undang-Undang 

Dasar 1945. Hal ini menunjukkan 

bahwa Indonesia adalah negara 

hukum. Sebagai negara hukum, 

Indonesia menerima hukum sebagai 

ideologi untuk menciptakan 

ketertiban, keamanan, keadilan serta 

kesejahteraan bagi warga negaranya. 

Konsekuensi dari itu semua adalah 

bahwa hukum mengikat setiap 

tindakan yang dilakukan oleh warga 
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https://www.kompasiana.com/alfinafajrin/59

negara Indonesia. Hukum bisa dilihat 

sebagai perlengkapan masyarakat 

untuk menciptakan ketertiban dan 

keteraturan dalam kehidupan 

masyarakat. Oleh karena itu hukum 

bekerja dengan cara memberikan 

petunjuk tentang tingkah laku dan 

karena itu pula hukum berupa norma2 

. Hukum yang berupa norma dikenal 

dengan sebutan norma hukum, 

dimana hukum mengikatkan diri pada 

masyarakat sebagai tempat 

bekerjanya hukum tersebut. Bila pada 

uraian di atas dikatakan bahwa 

konsekuensi dari dianutnya hukum 

sebagai ideologi oleh suatu negara 

adalah bahwa hukum mengikat setiap 

tindakan yang dilakukan oleh warga 

negara Indonesia, maka hukum juga 

wajib memberikan timbal balik 

terhadap negara yang menerimanya 

sebagai ideologi, dengan cara 

memperhatikan kebutuhan dan 

b80b71941c202012739722/indonesia-

sebagai-negara-hukum (9 Mei 2020) 
2 Satjipto rahardjo, 1982. Hal. 14 
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kepentingan-kepentingan anggota-

anggota masyarakat serta 

memberikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

Dalam rangka memberikan 

perhatian terhadap penciptaan 

keadilan dalam masyarakat serta 

memberikan pelayanan terhadap 

kepentingan-kepentingan 

masyarakat, hukum tidak selalu bisa 

memberikan keputusannya dengan 

segera, hukum membutuhkan waktu 

untuk menimbang-nimbang yang bisa 

memakan waktu lama sekali, guna 

mencapai keputusan yang seadil-

adilnya dan tidak merugikan 

masyarakat. Sebenarnya Indonesia 

sebagai negara hukum memiliki 

beberapa macam hukum untuk 

mengatur tindakan warga negaranya, 

antara lain adalah hukum pidana dan 

hukum acara pidana. Kedua hukum 

ini memiliki hubungan yang sangat 

erat, karena pada hakekatnya hukum 

acara pidana termasuk dalam 

pengertian hukum pidana. Hanya saja 

hukum acara pidana atau yang juga 

dikenal dengan sebutan hukum 

                                                             
3 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, 

Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: CV.  

Rajawali), hal. 27 

pidana formal lebih tertuju pada 

ketentuan yang mengatur bagaimana 

negara melalui alat-alatnya 

melaksanakan haknya untuk 

memidana dan menjatuhkan pidana. 

Sedangkan hukum pidana (materiil) 

lebih tertuju pada peraturan hukum 

yang menunjukan perbuatan mana 

yang seharusnya dikenakan pidana 

dan pidana apa yang dapat dijatuhkan 

kepada pelaku tindak pidana tersebut. 

METODE PENELITIAN 

Dalam melakukan suatu 

penelitian ilmiah jelas harus 

menggunakan metode sebagai ciri 

khas keilmuan. Metode mengandung 

makna sebagai cara mencari 

informasi dengan terencana dan 

sistimatis. Langkah-langkah yang 

diambil harus jelas serta ada batasan-

batasan yang tegas guna menghindari 

terjadinya penafsiran yang terlalu 

luas.3 Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan pendekatan yuridis 

normatif, yaitu suatu penelitian yang 

berdasarkan pada penelitian 

kepustakaan guna memperoleh data 

sekunder di bidang hukum. Adapun 



digunakannya metode penelitian 

hukum normatif, yaitu melalui studi 

kepustakaan adalah untuk menggali 

asas asas, norma, teori dan pendapat 

hukum yang relevan dengan masalah 

penelitian melalui inventarisasi dan 

mempelajari bahan-bahan hukum 

primer, sekunder, dan tertier. Sumber 

Data Bahan hukum primer, yaitu 

bahan hukum yang 

mempunyaikekuatan mengikat, yaitu 

berupa peraturan perundang-

undangan seperti:4  

1) Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 

2) Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP)  

3) Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-undang Hukum 

Acara Pidana (KUHAP)  

4)  Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2002 Tentang 
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an Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2003), hal. 116 

Kepolisian Negara Republik 

Indonesia  

5) Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2004 tentang 

Kekuasaan Kehakiman 

Bahan Hukum 

Sekunder, yaitu bahan hukum ya

ng memberikan penjelasan bahan 

hukum primer yang terdiri dari buku-

buku yang berkaitan dengan, hukum 

pidana, hukum acara pidana.  Teknik 

Pengumpulan Data Seluruh bahan 

hukum dikumpulkan dengan 

menggunakan studi literatur dengan 

alat pengumpulan data/ berupa studi 

dokumen dar berbagai sumber yang 

dipandang relevan.  

PEMBAHASAN 

A. Pencabutan Keterangan 

Terdakwa Dalam Persidangan  

Setiap pencabutan wajib 

disertai dengan alasan yang berdasar 

dan logis. Pencabutan harus disertai 

dengan alasan yang berdasar dan logis 

mengandung arti, bahwa pencabutan 

tersebut harus didasari alasan-alasan 



yang dapat dibuktikan kebenarannya. 

Sehingga bila ada terdakwa yang 

mencabut keterangannya di 

persidangan dengan alasan bahwa 

pada saat pemeriksaan penyidikan 

dirinya diancam, dipaksa atau dipukul 

oleh penyidik, maka hakim harus 

membuktikan alasan tersebut terlebih 

dahulu, sebelum menerima atau 

menolak pencabutan keterangan 

terdakwa. Walaupun pada dasarnya 

terdakwa dibolehkan untuk mencabut 

keterangannya di persidangan, namun 

pada kenyataannya pencabutan 

keterangan terdakwa di persidangan, 

sulit untuk dapat diterima oleh 

Hakim, salah satu alasannya adalah 

bahwa setelah dilakukan cross check 

dengan saksi verbalisan (penyidik) 

yang memeriksa terdakwa pada 

tingkat penyidikan, ternyata alasan 

terdakwa yang mendasari pencabutan 

tersebut tidak terbukti, sehingga 

pencabutan ditolak oleh hakim. 

B. Implikasi Yuridis Pencabutan 

Keterangan Terdakwa dalam 

Persidangan  

 

Pada pembahasan di atas telah 

dijelaskan bahwa pada dasarnya 

keterangan pengakuan yang diberikan 

di tingkat penyidikan, dapat dicabut 

kembali oleh terdakwa di 

persidangan. Bahkan undang-undang 

pun tidak membatasi hak terdakwa 

untuk mencabut kembali keterangan 

yang demikian, asalkan pencabutan 

tersebut dilakukan selama 

pemeriksaan persidangan pengadilan 

berlangsung dan disertai dengan 

alasan yang mendasar dan logis. 

Suatu hal yang penting untuk diingat, 

hakim tidak boleh secara sembrono 

menolak atau menerima begitu saja 

alasan pencabutan. Terlampau mudah 

menolak alasan pencabutan, berarti 

hakim yang bersangkutan, dengan 

sengaja merugikan kepentingan 

terdakwa dalam pembelaan diri. 

Sebaliknya terlalu mudah menerima 

alasan pencabutan, mengakibatkan 

terdakwa yang benar-benar bersalah 

akan dibebaskan dari pertanggung 

jawaban hukum, karena tidak jarang 

dijumpai kasus perkara yang tumpuan 

pembuktiannya tersimpul dalam 

pengakuan berita acara penyidikan. 

Artinya kunci yang membukakan 

pintu pembuktian sering harus 

dimulai dari keterangan pengakuan 

yang diberikan terdakwa dalam berita 

acara penyidikan. 



PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Pada prinsipnya pencabutan 

keterangan terdakwa dalam 

persidangan boleh dilakukan oleh 

terdakwa, dengan syarat 

pencabutan dilakukan selama 

pemeriksaan persidangan 

pengadilan berlangsung dan 

harus disertai dengan alasan yang 

mendasar dan logis. Alasan yang 

mendasar dan logis tersebut 

mengandung arti bahwa alasan 

yang menjadi dasar pencabutan 

tersebut harus dapat dibuktikan 

kebenarannya dan diperkuat atau 

didukung oleh bukti-bukti lain 

yang menunjukkan bahwa alasan 

pencabutan tersebut benar dan 

dapat dibuktikan oleh hakim. 

2. Implikasi dari pencabutan 

keterangan terdakwa dalam 

persidangan terhadap kekuatan 

alat bukti keterangan tersangka 

adalah: a. Apabila pencabutan 

diterima oleh hakim, maka 

keterangan terdakwa dalam 

persidangan pengadilan dapat 

digunakan sebagai alat bukti dan 

keterangan terdakwa (tersangka) 

di tingkat penyidikan tidak 

digunakan sama sekali untuk 

menemukan bukti di persidangan 

karena isinya yang dinilai tidak 

benar. b. Apabila pencabutan 

ditolak oleh hakim, maka 

keterangan terdakwa dalam 

persidangan pengadilan tidak 

dapat digunakan sebagai alat 

bukti, justru keterangan terdakwa 

(tersangka), di tingkat 

penyidikanlah (BAP) yang 

kemudian dapat digunakan dalam 

pembuktian. 

B. Saran  

Berdasarkan kesimpulan 

tersebut, maka sebagai akhir dari 

seluruh tulisan ini, dapat diajukan 

saran-saran, bahwa hakim 

hendaknya dalam menolak atau 

menerima pencabutan keterangan 

terdakwa harus bersikap hati-hati, 

arif dan bijaksana. Tidak 

sembarangan dan sewenang-wenang. 

Harus lebih dulu dengan teliti 

mengadakan pemeriksaan yang 

menyeluruh secara cermat dan 

seksama termasuk mengedepankan 

sanubari dan hati nuraninya. Jangan 

bersandar pada kebiasaan-kebiasaan 

yang bersifat formal di persidangan. 

Hakim dalam menolak atau 



menerima pencabutan keterangan 

terdakwa, dapat merugikan 

pembelaan terdakwa. 
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